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ABSTRAK

Aplikasi PeduliLindungi ditetapkan sebagai aplikasi yang sah secara hukum menjadi Aplikasi yang
wajib digunakan seluruh warga negara melalui Keputusan MENKOMINFO No.253/2020 tentang
Penetapan Aplikasi PeduliLindungi Dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan
Covid-19. Keputusan tersebut merupakan upaya pemerintah dalam tujuannya guna menekan angka
pertambahan kasus meninggal akibat Covid-19. Penulis dalam penelitian ini melakukan penelitian
mengenai karakteristik hukum terhadap keputusan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi dalam
perspektif hukum administrasi. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian
deduktif, dengan memusatkan perhatian pada rumusan masalah yang sedang dihadapi, dengan
mengumpulkan semua bahan hukum, kemudian diklasifikasi dan dikaji berdasarkan rumusan
masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Hasil penelitian ini ditemukan bahwasanya adanya
keputusan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi merupakan upaya pemerintah dalam memutus
penyebaran rantai Covid-19 di Indonesia. Harapan penulis setelah melakukan penulisan ini adalah
pemerintah dapat lebih mengoptimalisasikan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi dalam
menerapkan pelayanan publik berbasis digital yang dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci : PeduliLindungi; Pemerintah; Warga Negara;



ABSTRACT

Application PeduliLindungi is designated as a legally valid application as an application that must
be used by all citizens through the Minister of Communication and Information Technology Decree
No.253/2020. This decision is an effort by the government in its aim to reduce the number of
additional deaths due to Covid-19. The author in this study conducted research on the legal
characteristics of the decision to use the PedulilLindungi application in the perspective of
administrative law. In this paper, the author uses a deductive research method, focusing on the
Sformulation of the problem at hand, by collecting all legal materials, then classified and studied
based on the formulation of the problem that will be discussed in this thesis. The results of this study
found that the decision to use the PeduliLindungi application was an effort by the government to
break the spread of the Covid-19 chain in Indonesia. The author's hope after doing this writing is
that the government can further optimize the use of the PeduliLindungi application in implementing
digital-based public services that can accommodate the needs of the community

Keywords : PeduliLindungi; Government, Citizen.
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